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Sgjadlan dengan putusan Mahkamah Konstituss Nomor perkara 002/PUU-
1/2003 tanggal 21 Desember 2004 atas permohonan pengujian formil dan
materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi, mengakibatkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 khususnya frasa “diberi wewenang” dalam Pasal 12
ayat (3) dan frasa “paling banyak” dalam Pasal 22 ayat (1) dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan dalam rangka penataan kembali
kewagjiban Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau
Gas Bumi dalam negeri, harus dilakukan perubahan atas ketentuan Pasal 1,
Pasal 6, Pasal 46, dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
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1. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagal
Kontraktor oleh Menteri didasarkan hasil evaluasi tim yang
dibentuk oleh Menteri atas pelaksanaan lelang wilayah kerja
atau penawaran langsung wilayah kerja.
Ayat (2)
Badan Pelaksana dapat memberikan masukan kepada
Menteri mengenai kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tetap yang bersangkutan berdasarkan catatan operas yang
pernah dilakukan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Y ang dimaksud dengan “kebutuhan Minyak Bumi dan/atau
Gas Bumi dalam negeri” adalah keseluruhan kebutuhan
nasional atas Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Ketentuan
mengenai kewajiban penyerahan Gas Bumi ini berlaku
untuk Kontrak Kerja Sama yang mempunya tanggal
berlaku (effectivedate) setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Ayat (2)
Dihapus.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dihapus.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal |1
Cukup jelas.
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